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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/ 130 /KUM/2026 
TENTANG 

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BESARAN DANA HIBAH  

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai 

Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Dana 

Hibah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
Anggaran 2026; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan 
atas undang-undang  Nomor 17 Tahun 2013  tentang 
Organisasi Kemasyarakatan menjadi  Undang-undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6139); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6139); 
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasі 
Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5959); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan 

Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1052); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi 
Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang 

Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
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Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11); 
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 

2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2026 Nomor 5); 

 
Memperhatikan: Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 

200.1.5.9/98/Kesbangpol/2026 tanggal 24 Maret 2026; 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 

KESATU : Penerima Hibah dan Besaran Dana Hibah Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA : Penyerahan dana hibah dapat dilaksanakan setelah adanya 
penandatanganan bersama antara Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 

penerima hibah dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah 
Daerah. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
Anggaran 2026. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 16 April 2026 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 
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Tembusan: 
1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

2. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/ 130 /KUM/2026 

TENTANG 
PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BESARAN 
DANA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN 

HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 
2026 

 
PENERIMA HIBAH DAN BESARAN DANA HIBAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026 
 

NO. NAMA ORGANISASI ALAMAT JUMLAH (Rp) 

1 2 3 4 

1. BADAN PENERUS 
PEMBUDAYAAN 

KEJUANGAN 45 
KABUPATEN HULU 
SUNGAI SELATAN 

JL. JEND. A. YANI 
NO. 03 RT. 18 LK 

IX KANDANGAN 

Rp150.000.000,00 

 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 

 

 
 

 
 


